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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB
KETUA: SUHARTOYO [00:41]

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 100 Tahun 2025 dibuka dan
persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUKPALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk
kita semua. Diperkenalkan Pemohon yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON: M. FADHIL ALFATHAN NAZWAR
[01:03]

Baik, terima kasih, Majelis. Kami dari Pemohon Perkara 100/2025.
Hari ini hadir Para Kuasanya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad
Fadhil Alfathan Nazwar. Kemudian, di sebelah saya ada rekan saya, Teo
Reffelsen. Kemudian, di sebelahnya lagi ada rekan saya, Mulya Sarmono.
Dan yang di ujung rekan saya, M. Nabil Hafizhurrahman. Terima kasih,
Majelis.

KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Baik.
Kuasa DPR, silakan!

DPR: ESTER YOLANDA PANGGABEAN[01:35]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia. Dari DPR RI, Kepala Badan
Keahlian DPR RI menugaskan kami berdua. Saya dengan Ester, sebelah
saya ada Bu Lauren. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik.
Dari Kuasa Presiden atau Pemerintah?

PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [01:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam
sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Kuasa Presiden hadir pagi
ini, Yang Mulia. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri, May Lim Charity,
Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Politik Keamanan



10.

11.

12,

13.

Perekonomian, dan Tiopan Benny Sitorus dan tim. Dari Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Elen Setiadi, Deputi Bidang
Koordinasi SDM, dan Bapak I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum dan
Organisasi. Dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, hadir Ibu Yanti
Epiphanias. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO[02:24]

Baik. Dari pengunjung hadir Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya. Selamat datang. Ada dosennya di sini. Pernah atau
masih?

Baik, Pak Elen, gimana? Yang bahan-bahan yang diminta sudah
diserahkan?

PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Yang untuk hari ini, kami
mohon penundaan untuk (...)

KETUA: SUHARTOYO[02:53]

Bukan itu, yang kemarin sidang-sidang yang (...)
PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:56]

Ya, yang untuk hari ini kami kirimkan, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: SUHARTOYO[03:00]

Baru mau dikirimkan?
PEMERINTAH: ELEN SETIADI [03:00]

Ya.
KETUA: SUHARTOYO[03:03]

Baik, agenda persidangan pada pagi, siang hari ini seyogianya
untuk mendengar keterangan ahli dan saksi presiden. Tapi dari Pihak

Kuasa Presiden mengirim surat kepada Mahkamah atau Majelis Hakim
untuk minta penundaan karena ... Apa alasannya, Pak Elen?



14.

15.
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21.

PEMERINTAH: ELEN SETIADI[03:29]

Kebetulan jadwal untuk ahli yang kami akan hadirkan hari ini tidak
bisa, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [03:37]

Bapak menghadirkan berapa orang?
PEMERINTAH: ELEN SETIADI [03:38]

Kami menghadirkan ahli dua, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO[03:41]

Dua, ya? Baik, ini penundaan terakhir, ya, Pak.
Itu, Pemohon, Fadhil dan teman-teman?

KUASA HUKUM PEMOHON: M. FADHIL ALFATHAN NAZWAR
[03:53]

Kami kembalikan pada Majelis.
KETUA: SUHARTOYO[03:53]

Ya, kami sudah sepakat tadi di rapat Hakim. Bisa kita beri
kesempatan sekali lagi untuk menghadirkan ahli dan saksi untuk Kuasa
Presiden.

DPR akan mengajukan, Mbak Ester?

DPR: ESTER YOLANDA PANGGABEAN [04:07]
Maaf, Yang Mulia, kami belum ini.
KETUA: SUHARTOYO[04:09]

Belum, ya? Baik.

Baik, oleh karena itu, Mahkamah atau Majelis Hakim menunda
persidangan di hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 pukul 13.30 WIB.
Agendanya, mendengar keterangan ahli dan saksi dari Presiden. Para
Pihak supaya hadir tanpa kami panggil, sudah merupakan
pemberitahuan resmi.



Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUKPALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.37 WIB
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